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Abstrak :

Batasan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, menuruti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undan g Nomor 16
Pasal 7 Ayat 1 Tahun 2019, bahwa usia laki-laki dan perempu an yang diperbolehkan
untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Terhadap umur tersebut ada aturan lain
apabila dengan alasan mendesak maka orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan
dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan perkecualian dari
persyaratan usia harus sudah 19 tahun. Ketentuan usia minimum untuk menikah tersebut
belum dapat berjalan maksimal di masyarakat. Kenyataan masih adanya perkawinan di
bawah umur yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP). Pada Pasal 2 UUP
dinyatakan bahwa perkawinan menjadi sah apabila dilakukan menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing, dan harus dilakukan pencatatan atas perkawinan
tersebut.

Kata Kunci : batas usia minimal, sahnya perkawinan

Abstract :

The minimum age limit for entering into a marriage, according to Law No. 1i of
1974i, which has been amended by Law No. 16i Article 7i Paragraph 1 of 2019, that the
age of men and women allowed to enter into marriage is 19 i. court to obtain exemption
from the age requirement must be 19 years old. The minimum age requirement for
marriage has not been able to run optimally in society. The fact that there are still
underage marriages regulated in the Marriage Law (UUP). In Article 2 of the UUP it is
stated that a marriage is valid if it is carried out according to their respective religions
and beliefs, and the marriage must be recorded.
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A. Pendahuluan

Batas usia minimal perkawinan
sebelumnya telah diatur bahwa hanya
diijinkan jika pihak pria sudah menca
pai umur 19 (sembilan belas) tahun d
an pihak wanita sudah mencapai um
ur 16 (enam belas) tahun. Hal ini ter
tuang dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kemudian pada tahun 2019 terjadi
perubahan dengan telah diundangkan
nya Undang - Undang No mor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang - Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, yang ber
laku sejak 15 Oktober 2019 mengatur
usia minimal untuk menikah adalah
19 tahun baik pria maupun wanita. Ini
sesuai pula dengan ketentuan yang
telah diatur oleh Kemeneterian Pem
berdayaan Perempuan dan Perlindung
an Anak dan juga Undangundang No
mor 35 Tahun 2014 tentang Perlindu
ngan Anak,yang menyebutkan bahwa
anak adalah mereka yang usianya di
bawah 18 tahun.

Perubahan batas minimal meni
kah bagi perempuan ini sebagai salah
satu upaya pendewasaan usia perka
winan, dimana hal ini erat berkaitan
dengan peningkatan kualitas keluar
ga. Dengan dipersamakannya batas
minimal usia perkawinan perempuan
dengan batas minimal laki-laki yakni
19 (sembilan belas tahun) tahun, jika
dilihat dari segi fisik dan mental dia
nggap telah matang dan benar benar
siap untuk melangsungkan perkawin
an demi terwujudnya tujuan per
kawinan secara baik dan luhur, tidak
berakhir dengan perceraian dan ten
tunya mendapatnya ketururuan yang
baik pula, yaitu keturunan sebagai
generasi penerus yang sehat dan ber
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kualitas. Dengan peningkatan batas
usia minimal untuk menikah ini di
harapkan pula kepada masyarakat me
miliki kesadaran untuk dapat me
nghindari diri dari menikah dibawah
umur dan juga menghindari keterpak
sa an menikah.

Apabila perkawinan dilakukan
belum mencapai tingkat kematangan
atau tidak sesuai batas usia minimal
yg dipersyaratkan dalam undang-un
dang ini, bisa berakibat buruk bagi
beberapa aspek dalam kehidupan, di
antaranya aspek kesehatan, pendidik
an dan kepribadian, dan juga yang
lain.

Ketentuan dalam Undang-Unda
ng Perkawinan menghendaki tipe ke
luarga yang sangat cocok dengan ma
syarakat modern. Pembaharuan dalam
Undang-Undang Perkawinan nampak
secara tersirat maupun tersurat menga
nut beberapa prinsip/ perkawinan se
perti monogami, kekalnya perkawin
an, sukarela, mem persulit terjadinya
perceraian, kedudukan suami istri ya
ng seimbang, dan ke matangan calon
mempelai. (Satjipto Rahardjo, 1979:
248).

Batasan minimal usia perkawin
an tersebut lebih didasarkan kepada
ke baikan dan manfaat yang lebih be
sar, baik bagi kepentingan individu
yang bersangkutan maupun untuk
kepentingan yang lebih luas lagi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Unda
ng Nomor 16 Tahun 2019 tentang Per
ubah an Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan me
nyatakan, Perkawinan hanya diizinka
n apabila pria dan wanita sudah menc
apai umur 19 (sembilan belas) tahun
Pasal ini secara implisit mengandung
prinsip kematangan calon mempelali,



kan dapat mewujudkan rumah tangga
yang bahagia kekal .

Namun demikian dalam Pasal 7
ayat (2) dinyatakan bahwa ‘“Dala
m hal penyimpangan terhadap ayat
(1) pasal ini dapat meminta dispensasi
kepada Pengadilan atau pejabat lain
yang ditunjuk oleh kedua orang tua
pihak pria maupun pihak wanita”,
Dengan demikian masih memberikan
kemungkinan terjadinya penyimpang
an terhadap ketentuan tersebut dengan
syarat adanya dispensasi dari Penga
dilan atas permintaan dari orang tua
untuk mengawinkan anaknya yang
masih belum memenuhi syarat umur
minimal. Ini menunjukkan bahwa Un
dang-Undang Perkawinan yang me
nganut prinsip atas pendewasaan usia
perkawinan, ternyata tidak mutlak
sepenuhnya, karena masih terbuka
peluang untuk melakukan penyim
pangan terhadapnya. Dalam kenyatan
nya, ketentuan usia calon mempelai
untuk melaksanakan perkawinan ma
sih dijumpai beberapa hambatan di
masyarakat, misalnya karena faktor
agama, budaya juga adat istiadat. Se
hingga menganggapnya perkawinan
dibawah umur yang tidak sesuai deng
an aturan undang-undang
merupakan hal biasa dan wajar serta
tidak perlu dipersoalkan.

B. Pembahasan
1. Perkawinan.

Terkait dengan pembahasan ba
tas usia minimal dan sahnya perkawin
an selanjutnya, terlebih dahulu mem
bahas pengertian dari pada perkawin
an. Perkawinan ialah ikatan lahir bati
n antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tu
juan membentuk keluarga ( rumah ta

BatagiiisiagMinimadrian Spbiya®erkaugaan Mensyalh Updagtrasadanaderisraiharda
Hb. Signtesatang suatu perkawinan a

sarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (172
Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1
Tahun 1974 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang Undang Nom
or 16 Tahun 2019 tentang Perkawina
n). Dikandung maksud bahwa per
kawinan erat hubungannya dengan ke
rohanian dan agama .

Dalam penjelasannya Pasal 1 in
i menyebutkan bahwa sebagai Negara
yang berdasarkan Pancasila, dimana
sila pertamanya adalah Ketuhanan Ya
ng Maha Esa. Karena perkawinan erat
sekali hubungannya dengan agama,
sesungguhnya perkawinan bukan han
ya kebutuhan lahiriah (jamani) saja,
tetapi juga meru pakan kebutuhan ro
hani (bathin). Sehingga hakikat dari
pada perkawinan adalah untuk mem
bentuk keluarga yang bahagia, se
jahtera lahir-batin dan kekal. Pada a
zasnya dalam suatu perkawinan seora
ng pria hanya boleh mempunyai seor
ang isteri.

Seorang wanita hanya boleh mempu
nyai seorang suami. Pengadilan,dapa
t memberi izin kepada seorang suami
untuk beristeri lebih dari seorang apa
bila dikehendaki oleh fihak-fihak ya

ng bersangkutan .

Undang-Undang Perkawinan ini
adalah sebuah produk pembaharuan
hu kum di bidang perkawinan, di
samping dimaksudkan sebagai revisi
dan unifikasi dari peraturan-peraturan
tentang perkawinan yang berlaku
sebelumnya, juga sebagai jawaban
untuk disesuaikan dengan tuntutan
jaman. Dalam upaya menjawab tun
tutan jaman, Undang-Undang Perka
winan ini menganut sejumlah kema
tangan usia perkawinan. Azas kemata
ngan usia perkawinan ini  didasarkan
atas pertimbangan kebaikan bagi ca
lon suami-istri, yaitu untuk mewujud
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I unur wanpd Derakrnir pada percerdaia
n dan mendapatkan keturunan yang
baik dan sehat .

Sebagai ikatan suci, perkawin
an merupakan hubungan hukum anta
ra seorang pria dan seorang wanita
yang dimaksudkan untuk hidup ber
sama sebagai pasangan, hubungan
formal yang nyata bagi mereka yang
mengikatkan diri maupun orang lain
dan masyarakat . > Jika perkawinan
itu diresmikan, yaitu dengan me
langsungkan perkawinan menurut
agama Islam dan tata cara lain
menurut agama selain Islam, hal ini
menunjukkan adanya ikatan lahir
batin antara suami dan istri. Sebagai
ikatan batin, perkawinan adalah ika
tan jiwa yang dihubungkan dengan
kehendak yang sama dan tulus dari
seorang laki-laki dan seorang perem
puan untuk hidup bersama sebagai
suami istri. Pada fase awal hubungan
internal ini, hal itu ditandai dengan
persetujuan pria tersebut. calon pe
ngantin untuk menyempurnakan per
nikahan.

Pada dasarnya perkawinan an
tara dua calon mempelai laki-laki di
lakukan secara sukarela dan perkawin
an tersebut batal jika dilakukan de
ngan paksaan atau tekanan baik dari
pihak mempelai maupun pihak lain
(kawin paksa) pada saat perkawinan
itu dilangsungkan.

Padahal, peraturan perkawinan
tersebut tidak hanya berlaku bagi war
ga negara Indonesia, tetapi juga bagi
orang asing. Prinsip kedewasaan ke
dua mempelai mengandung arti

2 K. Wantjik Saleh, 1976., Hukum
Perkawinan Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta. hin. 14-15

® Ibid. him 15
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narus mdtang iarr pdaur urituk Imne
nikah sehingga dapat memenubhi
tujuan perkawinan yang luhur dan
mulia serta menghasilkan keturunan
yang baik dan sehat . Karena itu haru
s bisa meminimalisir bahkan men
cegah terjadinya pernikah

an di bawah umur .

Jika terjadi perselisihan, seng
keta atau permintaan penegasan status
hukum perkawinan, maka akan dise
lesaikan oleh pengadilan. Beberapa s
yarat pernikahan yang diatur berarti
bahwa pernikahan harus didasarkan
pada persetujuan kedua calon pasang
an. Untuk melangsungkan perkawin
an, seseorang yang belum berumur 21
(dua puluh satu) tahun harus men
dapat persetujuan kedua orang tuanya.
Dalam hal salah satu orang tua
meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu menyatakan kehendak
nya, ijin cukup dari orang tua yang
masih hidup. Jika kedua orang tua
sudah meninggal dunia, maka dapat
diwakilkan oleh wali, atau dari ang
gota keluarga yang telah lama menja
lin hubungan dekat dengan mereka.

Jika ada perbedaan pendapat
diantara mereka atau salah seorang
ataupun beberapa orang diantara
mereka tidak menyatakan pendapat
nya, maka Pengadilan dalam daerah
hukum di tempat tinggal calon mem
pelai berdasarkan atas permintaan
nya dapat memberikan ijin setelah ter
lebih dahulu mendengar penda pat
dan keterangan dari mereka yang ber
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g@ﬂ fapat atau yang ti
takan kehendaknya. *

Undang - Undang Perkawinan
,mengatur pula bahwa perkawinan
hanya diijinkan jika calon mempelai
pria telah mencapai usia 19 (sebilan
belas) tahun. Bila terjadi penyimpang
an dalam arti bahwa usia kedua calon
mempelai atau salah seorang diantara
mereka berada di bawah usia yang
ditentukan, dapat dimintakan dispensa
si kepada Pengadilan atau pejabat lain
yang ditunjuk oleh kedua orangtua
pihak pria maupun pihak wanita.

Pasal 330 Kitab Undang-Un
dang Hukum Perdata (KUH Per) me
nyatakan bahwa, yang dinamakan
orang belum dewasa (minderjarig) itu
adalah mereka yang belum mencapai
umur genap 21 (duapuluh satu) tahun
dan tidak lebih dahulu telah kawin.
Apabila ia sebelum usia 21 tahun
melakukan perkawinan dan perkawi
nannya putus juga ia belum umur 21
tahun maka ia tetap dianggap sudah
dewasa (meerderjarig).’

Belum matangnya usia perkawi
nan banyak menimbulkan hal-hal ya
ng tidak sejalan dengan hakekat dan
tujuan dari pada perkawinan, yaitu
terwujudnya keluarga yang bahagia,
sejahtera , dan kekal. Tentunya akan
sulit terwujud, apabila masing-masing
mempelai belum matang jiwa dan
raganya. Kematangan dan integritas
pribadi yang stabil akan sangat
berpengaruh didalam menyelesaikan
setiap masalah rumah tangga. Dalam
kenyaatannya yang terjadi di masya

menya

* Bahder Johan Nasutian dan Sri Warjiati,
1997 “Hukum Perda ta Islam,
Mandar Maju, Ban dung. HIm 22-23

®> Marsiman Prodjokomidjojo, 2002, “Hukum
Perkawinan Indone sia”, PT. Abadi,
Jakarta. hIm. 56

rakat, perkawinan usia
nasi terjadinya ketidak harmonisan
rumah tangga dan perceraian.

2. Usia Perkawinan

Usia minimum untuk menikah
telah diubah beberapa kali, termasuk
perubahan sebelumnya menjadi 15
tahun untuk perempuan dan 18 tahun
untuk laki-laki, sebagaimana diatur
dalam KUH Perdata. UU No. 1 Ta
hun 1974, pada akhirnya berdasarkan
UU No.16 Tahun 2019 tentang perub
ahan atas UU No. 1 Tahun 1974 un
tuk perkawinan laki-laki dan
perempuan, batas minimal usia perka
winan adalah 19 (sembilan belas) tah
un. Penetapan usia minimum per ka
winan yang berbeda antara laki-laki
dan perempuan menimbulkan diskri
minasi, tidak hanya dalam kaitannya
dengan pelaksanaan hak untuk mem
bentuk keluarga, sebagaimana dija
min dalam Pasal 28B(1) UUDNRI
Tahun 1945, yang menyatakan bahwa
setiap orang berhak untuk membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah. Dalam
hal ini, ketika usia perkawinan mi
nimum untuk perempuan lebih rendah
daripada laki-laki, perempuan secara
sah dapat memulai sebuah keluarga
lebih awal.

Dengan diundangkannya Unda
ng-Undang Nomor 16 Tahun 2019 te
ntang Perubahan atas Undang - Unda
ng Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perk
awinan pada tahun 2019, mengubah
sebagian isi Undang - Undang Nomor
1 Tahun 1974 , khususnya Pasal 7 te
ntang Usia Minimal Perkawinan yang
sebelumnya mengatur hal tersebut.
Dimana usia minimum untuk me
nikah adalah 19 tahun untuk pria dan
16 tahun untuk wanita, usia per

ni mendoml174
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menjadi 19 tahun atau lebih sehingga
perubahan ini akan memiliki usia mi
nimum yang sama bagi mereka yang
ingin menikah baik untuk pria mau
pun wanita.

Undang-Undang Nomor 16 Ta
hun 2019 tentang perubahan atas Un
dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan memuat 1 (satu)
Pasal khusus mengubah ketentuan Pa
sal 7, sehingga berbunyi sebagai beri
kut : Pada ayat (1) bahwa Perkawinan
hanya diperbolehkan jika suami istri
telah mencapai usia 19 (sembilan be
las) tahun. Pada ayat (2) orang tua
laki-laki dan/atau orang tua perem
puan dapat mengajukan permohonan
ke pengadilan untuk alasan-alasan ya
ng mendesak dan cukup terbukti un
tuk pengecualian dari persyaratan usia
menurut ayat 1 . Dan pada ayat (3)
pengadilan yang memberikan dispen
sasi menurut ayat 2 mendengarkan pe
ndapat kedua mempelai yang akan m
enikah. Peraturan-peraturan tersebut d
alam pasal 6 ayat (3) dan (4) tentang
kedudukan salah satu atau kedua oran
g tua calon suami istri berlaku menu
rut ayat (4) juga untuk permintaan
pembebasan yang disebut dalam ayat

(4)

Meskipun demikian dalam kon
disi tertentu masih dimungkinkan me
nikah pada usia kurang dari 19 tahun
dengan meminta dispensasi dari pe
ngadilan. Perubahan pada pada ayat
(2) sampai dengan ayat (4) Pasal 7
(tujuh) tersebut, menjelaskan deng
an tegas bahwa adanya solusi bagi
calon mempelai yang akan dinikahka
n tersebut belum mencapai usia 19 ta
hun , maka kepada orang tua / wali pi
hak pria dan / atau orang tua / wali pi
hak wanita dapat meminta dispensas

ngat mendesak disertai bukti bukti pe
ndukung yang cukup .Ketentuan ini a
dalah untuk mencegah terjadinya per
kawinan anak anak yang masih dibaw
ah umum. Sehingga perkawinan gant
ung yang dikenal dalam masyarakat a
dat pun tidak diperkenankan lagi .°
Pemberian dispensasi oleh Pen
gadilan , pendapat kedua pasangan sa
ngat penting untuk didengarkan bagi
yang akan melakukan perkawinan.
Apa yang diatur dalam Pasal 6 ayat
(3) dan (4) mengenai kedudukan salah
satu atau kedua orang tua dari
pasangan suami istri juga berlaku bagi
permohonan dispensasi menurut Pasa
12,
dengan tidak mengurangi ketentuan
Pasal 6 ayat (6 ). Mengingat tujuan
dari perkawinan adalah untuk mewu;j
udkan keluarga yang bahagia dan seja
htera selama-lamanya, maka hukum i
ni membuat prinsip bahwa perceraian
menjadi semakin sulit. Jika perceraian
dimungkinkan, harus ada alasan ter
tentu dan harus dilakukan di penga
dilan. Adapun hak dan kedudukan is
tri dalam undang-undang ini diimba
ngi dengan hak dan kedudukan suami
baik dalam kehidupan keluarga mau
pun dalam masyarakat, sehingga se
gala sesuatu dalam keluarga dapat di
rundingkan dan diputuskan bersama
oleh suami dan istri.

3. Sahnya Perkawinan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang No

®S. A. Hakim, 1974,
Hukum Perkawinan , Elemen, Bandung .
Him 7



(1) Perkawinan adalah sah , apabi
la dilakukan menurut hukum
masing -
masing agamanyadan keperca
yaannya itu .

(2) Tiap tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-
undangan ya ng berlaku .

Menurut Riduan Syahrani me
ngutip pendapat Saidus Syahrani, bah
wa syarat perkawinan ini menjamin
kawin paksa tidak akan terulang lagi
di masyarakat kita. Ketentuan ini te
pat karena masalah perkawinan, se
bagai bagian dari hak asasi manusia,
sebenarnya adalah masalah pribadi.
Oleh karena itu, seharusnya lebih ke
pada setiap orang untuk memutuskan
siapa pasangan hidupnya dalam ru
mah tangga ketika akan menikah. Pa
dahal, pilihan tersebut ha rus dilaku
kan secara bebas dan tanpa paksaan o
leh pihak manapun .

Selanjutnya dalam Pasal 6 Unda
ng-Undang Perkawinan (UUP) ini
mengatur secara garis besar adalah b
ahwa perkawinan harus atas persetuju
an kedua calon mempelai. Untuk me
langsungkan perkawinan ,seseorang y
ang belum berumur 21 ( dua puluh sa
tu ) tahun harus mendapat persetujuan
kedua orang tuanya. Jika salah satu or
ang tua meninggal dunia atau tidak m
ampu , izin cukup diperoleh dari oran
g tua yang masih hidup atau dari oran
g tua yang mampu .

Dalam hal kedua orang tua meningg

al dunia atau tidak dapat mengungkap
kan wasiatnya, izin dapat diperoleh
dari wali, pengasuh atau anggota ke
luarga yang mempunyai hubungan la
ngsung dan ke atas selama hidup.
suatu kondisi yang dapat mengekspre

Batandysié Wahima@AartSshngaPRekkeniinan MeikarukehetalagHyadarajdpe thahtargadi
Hb. &uj@Réo menyebutkan :

perselisihan antara orang-orang yanizé
disebut dalam ayat (2), (3), dan (4)
pasal ini atau salah satu atau lebih
dari mereka tidak menyatakan penda
patnya, pengadilan tempat tinggal o
rang itu mempunyai jurisdiksi menu
rut permintaan itu. orang yang me
nikah atas permintaan orang itu, se
telah terlebih dahulu berkonsultasi
diberikan izin kepada orang - orang
yang disebut dalam ketiga ayat terseb
ut. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 6
tersebut adalah sah, sepanjang hukum
agama masing-masing dan keyakinan
pihak-pihak yang bersangkutan tidak
bertentangan dengan itu

Norma yang terkandung dalam
Pasal 2 UUP ini tidak memungkink
an dilaksanakan perkawinan beda aga
ma antara kedua calon mempelai .Seh
ingga di Indonesia tidak dimungkinka
n untuk dilakukan perkawinan beda a
gama. Selain perkawinan harus dilasa
nakan menurut hukum masing-masi
ng agamanya dan kepercayaannya itu,
perkawinan juga tidak boleh bertenta
ngan dengan UU Nomor 1 Tahun
1974 sebagaimana telah diubah de
ngan UU No mor 16 Tahun 2019 ten
tang Perkawinan . Demikian pula mes
kipun perkawinan tersebut dilaksanak
an menurut masing - masing agaman
ya dan kepercayaannya itu apabila be
rtentangan dengan undang - undang
Perkawinan ini, maka perkawinan ter
sebut tidak sah menurut hukum negar
a.

Syarat-syarat untuk melangsung
kan perkawinan menurut Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 se
bagaimana telah diubah dengan Un
dang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan, diatur dalam Pa
sal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai
berikut :
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Vi nvinpuian . 1 uour v yut
D).

(2) Adanya izin kedua orang tua
/wali bagi calon mempelai
yang belum berusia 21 tahun
(Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4),
(5) dan (6) .

(3) Perkawinan hanya diizinkan
apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 ( sembilan
belas) tahun (Pasal 7 ayat
(1)

(4) Antara calon mempelai pria d
an calon mempelai wanita tda
k dalam hubungan darah / kel
uarga yang tidak boleh kawin
(Pasal 8).

(5) Tidak berada dalam ikatan per
kawinan dengan pihak lain
(Pasal 9).

(6) Apabila suami isteri yang tela
h bercerai , lalu kawin lagi sat
u sama lain dan bercerai lagi
untuk kedua kalinya , maka di
antara mereka tidak boleh dila
ngsungkan perkawinan lagi , s
epanjang hukum masing -masi
ng agam anya dan kepercaya
an itu dari yang bersangkutan
tidak menentukan lain ( Pasal
10).

(7) Bagi seorang wanita yang put
us perkawinannya berlaku ma
sa tunggu ( Pasal 11).

Selain  ketentuan tentang batas
usia minimal perkawinan dan sahnya
perkawinan , juga terdapat ketentuan
tentang larangan perkawinan, vyaitu.
perkawinan antara dua orang yang
berkerabat dekat dilarang langsung di
bawah atau di atas; berdasarkan keke
rabatan dalam silsilah keluarga la
teral, yaitu antara saudara laki-laki, an
tara seseorang dan kakak laki-laki,
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yaitu mertua, anak menantu dan ibu
tiri/tiri; hu bungan menyusui yaitu
orang tua menyusui, anak menyusui,
saudara kandung menyusui dan bibi
/paman menyusui; kerabat istri atau
sebagai bibi atau keponakan istri jika
suami beristri lebih dari satu ; mereka
berada dalam hubungan yang melara
ng pernikahan karena agama mereka
atau aturan lain yang berlaku. Dengan
demikian, sahnya perkawinan dapa
t memberikan kepastian dan perlindu

ngan hukum kepada ( orang -orang) y
ang melangsungkan perkawinan .

C. Penutup
Berdasarkan uraian tersebut di
atas maka dapat disimpukan yaitu :

1. Batas usia minimal menikah ada
lah 19 (sembilan belas) tahun ba
ik bagi laki-laki maupun perempu
an. Hal ini sesuai dengan ketentu
an Undang-Undang Perkawinan
(Undang-Undang Nomor 16 Ta
hun 2019 tentang Perubahan Ata
s Undang-Undang Nomor 1 Ta
hun 1974 tentang Perkawinan)

2. Apabila terjadi penyimpangan
terhadap ketentuan batas minimal
usia per kawinan sesuai undang -
undang harus mendapatkan dis
pensasi dari Pengadilan.

3. Perkawinan sah apabila dilakuka
n menurut hukum masing masin
g agamanya dan kepercayaannya
itu dan juga tiap -tiap perkawina
n dicatat menurut peraturan peru
ndang - undangan yang berlaku .
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